





A. Latar Belakang 
Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. diyakini 
dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. 
Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia 
itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang 
seluas-luasnya.
1
 Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia 
tentu diharuskan untuk mengikuti aturan Islam secara menyeluruh. 
Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil‘aalamiin) yang 
mengatur semua aspek kehidupan manusia.
2
 Islam adalah suatu pandangan atau 
cara hidup, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari 
ajaran Islam termasuk aspek ekonomi. Menurut Adiwarman Karim, kegiatan 
perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan oleh karena 
itu lembaga perbankan ini wajib diadakan. Dengan demikian, kaitan antara Islam 
dengan  perbankan menjadi jelas.
3
 Setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan 
dijalankan sesuai praktik muamalah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa 
peraturan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Islam, 
baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
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Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan luput untuk meminta 
bantuan orang lain agar kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah saling 
pinjam-meminjamkan atau berutang antara satu dan lainnya.  
Utang diperbolehkan dalam ber-muamalah. Utang dapat membawa 
seseorang ke surga jika diniatkan untuk tolong menolong sesama manusia (hablun 
minannaas) namun utang juga dapat membawa seseorang terjerumus ke dalam api 
neraka apabila pengelolaannya buruk. Permasalahan akibat utang piutang acap 
kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang 
(kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu utang (qardh) perlu 
dikelola dengan memperhatikan aturan syariah baik yang tercantum dalam al-
Qur’an atau dalam al-Hadits sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa 
keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.
5
 
Secara lazim utang-piutang adalah memberi atau meminjamkan sesuatu 
kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan dengan nilai yang 
sama. Utang-piutang termasuk salah satu transaksi yang dapat dilakukan oleh 
semua kalangan masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern. 
Transaksi utang-piutang sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di 
bumi ini dan mulai berinteraksi satu sama lain. Setiap akan melakukan transaksi 
perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan 
antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui akad merupakan suatu 
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Dalam Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa 
terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, 
karena itu diperbolehkan untuk memindahkan penagihannya kepada pihak lain, 
yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang 




Hawalah merupakan akad pelengkap dalam praktek Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan 
tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.
8
 Hawalah menjadi akad penting 
karena memudahkan dalam penyelesaian utang-piutang, terutama dalam dunia 
perdagangan besar yang biasa menggunakan cheque dari bank.
9
 Hawalah adalah 
salah satu akad yang tergolong kepada akad tabarru’ yaitu akad yang bertujuan 
untuk tolong-menolong dan murni hanya mengharapkan ridha dan pahala dari 
Allah SWT, tidak ada unsur mencari return atau pun motif yang dalam redaksi 
lain akad tabarru’ (gratuitous contract). Dalam akad tabarru’ segala macam 
perjanjian berkaitan dengan non profit transaction (transaksi nirlaba). Pada 
dasarnya transaksi tersebut bukan transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan 
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 Pihak yang berbuat kebaikan tidak diperbolehkan mensyaratkan 
imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari 
Allah SWT., bukan dari manusia. Akan tetapi pihak yang berbuat kebaikan 
tersebut (lembaga keuangan) boleh meminta biaya yang dikeluarkan untuk dapat 
melakukan akad tabarru’ (cover the cost) kepada nasabah (counterpart). Namun 
pengambilan laba tidak boleh dilakukan sedikit pun dari akad tabarru’ tersebut.11  
Dewasa ini Bank Pembiayaan Rakyat sebagai salah satu lembaga 
keuangan di bidang perbankan mulai menerapkan sistem ekonomi berdasarkan 
aturan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan sistem 
operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. BPRS 
didirikan sebagai langkah nyata dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia 
yang dituangkan dalam bagian-bagian kebijakan keuangan, moneter, dan 
perbankan secara umum. BPRS berpeluang memiliki peran khusus terhadap 
kebijakan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of 
interest). Perbedaan prinsip operasional BPRS dengan Bank Umum Syariah 
(BUS) tidak terlalu signifikan. Dalam produk pembiayaan BPRS selain 
menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, juga menggunakan prinsip 
jasa/akad pelengkap seperti hawalah. 
BPRS Daarut Tauhid Cimahi dahulu bernama Ishlahul Ummat 
merupakan salah satu LKS yang memiliki visi ke depan menjadi BPRS pilihan 
bagi umat Islam, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Salah satu 
produk dari BPRS Daarut Tauhid ini adalah fasilitas pembiayaan menggunakan 
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akad hawalah. Penggunaan fasilitas ini dapat digunakan untuk modal kerja, 
investasi, dan konsumtif.  
Dalam pelaksanaan akad hawalah tersebut, BPRS Daarut Tauhid 
mengenakan ujrah (upah). Kemudian hal yang menarik perhatian penulis, dalam 
klausul akad produk pembiayaan hawalah ini disertai dengan akad qardh. Selain 
itu, disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang 
hawalah, bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan 
demikian, dalam akad hawalah tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni 
muhil, muhal dan muhal 'alaih. Namun, dalam klausul akad hanya tercantum dua 
pihak saja yaitu pihak BPRS Daarut Tauhid Cimahi dan nasabah, sehingga hampir 
sama dengan akad al-Qardh (utang-piutang). 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HAWALAH 
MA’A AL-UJRAH DISERTAI AKAD QARDH DI BPRS DAARUT TAUHID 
CIMAHI”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan 
berutang. Namun, tidak semua orang yang berutang memiliki kemampuan 
membayar yang sama. Bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam membayar 
segera utangnya, akad hawalah pada perbankan syariah dapat menjadi solusi yaitu 
akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib 
menanggung (membayar)-nya. BPRS Daarut Tauhid Cimahi memiliki produk 
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pembiayaan yang menggunakan akad hawalah dan disertai dengan akad qardh. 
Dalam pelaksanaannya, produk tersebut dikenakan ujrah dan pembiayaan 
hawalah ini disertai dengan perjanjian qardh. Kemudian, isi dari klausul akad 
hawalah hanya disebutkan dua pihak yang dicantumkan dalam perjanjian 
hawalah sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IX/2000 tentang 
hawalah disebutkan terdapat tiga pihak yaitu muhil, muhal, dan muhal ‘alaih. 
 Dari rumusan masalah tersebut di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad 
qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi? 
2. Apa dasar hukum pengenaan ujrah pada pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah 
disertai akad qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi? 
3. Bagaimana harmonisasi pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad 
qardh menurut fikih dengan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad 
qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai 
akad qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi.  
2. Untuk mengetahui dasar hukum pengenaan ujrah pada pembiayaan hawalah 
ma’a al-ujrah disertai akad qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi. 
3. Untuk mengetahui harmonisasi pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai 
akad qardh menurut fikih dengan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai 
akad qardh di BPRS Daarut Tauhid Cimahi. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah). 
2. Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
kepustakaan mengenai pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad qardh 
pada Lembaga Keuangan Syariah dan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian 
sejenis untuk ke depannya. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
1. Studi Terdahulu 
Setelah menelaah sebelum melakukan penelitian, berikut skripsi-skripsi 
yang membahas mengenai pelaksanaan akad hawalah antara lain sebagai berikut: 
a. Skripsi yang disusun oleh Siti Fatimah Prodi Muamalat Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Praktek Hawalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) 
Gedongkuning Yogyakarta” menjelaskan tentang hasil penelitian yang 
dapat disimpulkan dari segi subyek, akad hawalah di BMT BIF 
Gedongkuning adalah sah. Anggota sebagai muhil, pihak lain (Rumah 
Sakit, sekolah atau person) adalah muhal, BMT BIF yang dialihkan 
(muhal’alaih), dibolehkan jika tidak sama dalam jumlah maupun 
kualitasnya. Dari segi sighah, tidak sah karena salah satu dari tiga pihak 
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tidak mengetahui adanya akad hawalah. Kemudian, dari pengenaan fee di 
BMT BIF Gedongkuning tidak diperbolehkan karena akad hawalah 
termasuk akad tabarru', yakni jenis akad berkaitan dengan transaksi non 
profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba / 
keuntungan. 
b. Skripsi yang disusun oleh Baerin Octaviani Prodi Hukum Bisnis Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 dengan 
judul “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-
MUI Dengan Konsep Akad Hawalah Dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia” Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, bahwa konsep anjak 
piutang syariah dalam  fatwa  DSN-MUI  menggunakan  akad wakalah  bi 
al-ujrah, dan  konsep  akad hawalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
merupakan konsep pengalihan utang dengan hawalah muthlaqah maupun 
hawalah   muqayyadah.   Kedua, terdapat persamaan  antara  konsep  
anjak  piutang  syariah  dalam  fatwa  DSN-MUI  dengan konsep  akad 
hawalah dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  dari  aspek  definisi, 
objek,  jenis  lain,  bentuk  akad  memberikan  dana talangan  (qardh)  dan  
mendapat ujrah/fee, dan istilah dalam KUHPerdata yakni cessie dan 
subrogasi. Sedangkan perbedaan  antara  konsep  anjak  piutang  syariah  
dalam  fatwa  DSN-MUI  dengan konsep  akad hawalah dalam  Surat  
Edaran  Bank  Indonesia  berupa  pengalihan utang,  pihak  yang  
mengalihkan,  lembaga  yang  terkait, objek transaksi, dan perbedaannya 
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dengan hawalah muqayyadah tidak memberikan  dana  talangan  dan  
mendapat ujrah, serta  mengenai penyelesaian sengketa. 
c. Skripsi yang disusun oleh Achmad Azhar Alam Prodi Ekonomi Syariah 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2017 yang berjudul 
“Aplikasi Pembiayaan Qardh Di Bank Syariah Bukopin”, 
mendeskripsikan aplikasi dan kesesuaian syariah yang terdapat 
permasalahan dalam pengaplikasian  dan  kesesuaian  syariah pada  akad,  
hal  ini  dikarenakan  akad yang  semestinya  bersifat  tolong  menolong 
diberlakukan pada pembiayaan dan pada pembiayaan tersebut qardh 
sebagai pelengkap pendanaan lain yang  menjadikan qardh pada  
pembiayaan  tersebut  hanya  dijadikan awalan  untuk  suatu  pendanaan  
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2. Kerangka Berpikir 
Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Fikih Muamalah membagi 
akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah. Akad 
tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut 
not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan 































































































transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan 
dengan tujuan tolong-menolong yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT 
dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa 
Arab, yang artinya kebaikan).
12
 Kata tabarru’ dalam al-Qur’an tidak ditemukan, 
akan tetapi tabarru’ dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr: “kebajikan”13 
dapat ditemukan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 177. 
 ِ    رِللّٰ َنر ََ ٰا ْنر ََ  َّررِبْلا َّنِكٰلَو ِبِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا ََلِبق ْمُكَهْوُجُو اْوُّلَُوت َْنا َِّربْلا َسَْيل ِِ ْورَيْلاَو
  ررٰم َٰيْلاَو  ررٰللُّْٰرْٰلا لَِو  ابررَِبُا  ررٰٰۤ َٖ   َ ررَمْلا  رَرتٰاَو ى َن اَيررِبَّّٖلاَو ِلرر ِٰكْلاَو َِ ررَكَك
ِٕ
َٰٰۤمْلاَو ِرررِخ ْٰلْا
 ى َ ورر ٰ َّ لا  رَرتٰاَو َ وٰٰۤرر َّٰ لا َِ  ررََقاَو ىِب ررَق َِرلا  ِرربَو َنْيَِٰۤك ِٕ رر َّسلاَو ِۤلِْيبرر َّسلا َنررْللّٰاَو َنْيِكررٰسَمْلاَو
 ُبْوُمْلاَو َكَك
ِٕ
ٰلُوا ِِْۗسأَبْلا َنْيِاَو ِء ِٕا َّر َّضلاَو ِء ِٕ َْسأَبْلا  ِب َنْيِِرب  ٰ لاَو ى اُْودَه َٖ  َا ِا ْمِهِدَْهِعللّٰ َنْو  
  َنُْو َّٰ ُمْلا ُمُه َكَك
ِٕ
ٰلُواَو ِۗ اُْوَقدَص َنْيِذَّلا  
Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 
dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 
Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan 
harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-
orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan 
hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang 
menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 
penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, 




Pelaksanaan dalam melakukan tabarru’ (berderma) tidak mudah, 
diperlukan syarat-syarat untuk dapat menjalankan akad tabarru’ yaitu pemberi 
atau penerima pinjaman harus berakal sehat, cakap hukum artinya cukup umur 
dalam melakukan tindakan hukum, baligh dalam Islam, dan memiliki kehendak 
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 Namun dalam implementasinya, penggunaan akad 
tabarru’ sering ditemukan dalam transaksi komersil  karena  akad  tabarru’ ini  




Akad tabarru’ memiliki  tiga  bentuk,  yaitu:17  
a. Meminjamkan uang: qardh, rahn, dan hawalah;  
Pinjaman dalam akad qardh diberikan tanpa ada persyaratan apa pun, 
selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Apabila 
dalam meminjamkan uang ini pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan 
dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini 
disebut dengan rahn. Jika bentuk pemberian pinjaman uang memiliki tujuan untuk 
mengambil alih piutang dari pihak lain, pinjaman uang ini disebut hawalah. 
b. Meminjamkan jasa: wakalah, wadiah, dan kafalah;  
Akad wakalah adalah meminjamkan jasa keahlian/keterampilan saat ini 
untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Apabila akad wakalah ini 
menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa 
custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut 
akad wadi’ah. Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contingent wakalah 
(wakalah bersyarat). Dalam hal ini, seseorang bersedia memberikan jasa untuk 
melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika 
sesuatu terjadi. Berikut sebagai contoh ketika seorang dosen menyatakan kepada 
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asistennya demikian: “Anda adalah asisten saya. Tugas Anda adalah 
menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan.” Dalam kasus ini, yang 
terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar bila  
dosen berhalangan, wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut 
sebagai akad kafalah.  
c. Memberikan sesuatu: hibah,  hadiah,  wakaf,  sedekah, dan lain-lain. 
Dalam semua akad-akad tersebut, seseorang memberikan sesuatu kepada 
orang lain. Penggunaan akad wakaf untuk kepentingan umum dan agama. Objek 
wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. 
Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada 
orang lain. 
Akad tabarru’ adalah akad-akad yang tergolong untuk mencari 
keuntungan akhirat, ridha Allah SWT bukan diperuntukkan untuk akad bisnis. 
Akad ini tidak dibenarkan jika digunakan untuk meraih keuntungan yang bersifat 
komersil. Akad tabarru’ tidak dapat diandalkan oleh lembaga perbankan syariah 
untuk memperoleh laba. Bank Syariah dapat menggunakan akad tijarah untuk 
memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, akad tabarru’ sering ditemukan dalam 




Akad tijarah/muawadah (compensational contract) adalah semua jenis 
perjanjian yang berorientasi for profit transaction. Akad ini bertujuan untuk 
memperoleh laba (akad komersil).  
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Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu:  
a.  Natural Certainty Contracts (NCC)
19
 
 NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki 
kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu 
penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 
dimilikinya. Objek yang dipertukarkan (barang atau jasa) harus ditetapkan di awal 
akad dengan pasti dari segi jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), dan 
waktu penyerahan (time of delivery). Secara harfiah, kontrak-kontrak ini 
menawarkan return yang tetap dan pasti. Akad jual beli dan sewa termasuk dalam 
kategori tersebut. 
 Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu: 
1) al-Bai’ Naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan 
secara tunai. Dalam arti lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 
2) al-Bai' Muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan 
secara tidak tunai atau secara cicilan. Dalam arti lain barangnya diserahkan di 
awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau 
lump sum. 
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3) Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan 
pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya 
belakangan. 
4) Istishna' adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan 
barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di 
akhir akad. 
b.  Natural Uncertainty Contracts (NUC)
20
 
Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset-
nya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan 
kemudian risiko ditanggung bersama untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan 
dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu 
kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 
(amount) maupun waktu (timing)-nya. Kontrak-kontrak investasi tergolong 
kepada kontrak yang bersifat NUC. Kontrak investasi ini secara harfiah tidak 
menawarkan return yang tetap dan pasti sehingga memiliki sifat tidak fixed and 
predetermined seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah dan mukhabarah. 
Secara etimologi hawalah adalah al-intiqal dan al-tahwil, artinya adalah 
memindahkan atau mengoperkan.
21
 Definisi dari hawalah ialah pengalihan utang 
dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam 
terminologi jumhur ulama, hawalah merupakan pemindahan beban utang dari 
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Secara sederhana, hawalah dapat dijelaskan apabila A (muhal) memberi 
pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih memiliki piutang pada C (muhal 
‘alaih). Pada saat B tidak mampu membayar utangnya pada A, B kemudian 
mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus 
membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap 
selesai.
23




1) Factoring atau anjak piutang merupakan pengalihan piutang milik pihak 
ketiga yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, sehingga bank yang akan 
membayar piutang tersebut dan mempunyai hak penagihan kepada pihak 
ketiga itu. 
2) Post-dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa 
membayarkan dulu piutang tersebut. 
3) Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. 
Perbedaannya dengan bill discounting, nasabah harus membayar fee, 
sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. 
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Teknis penerapan hawalah sebagai produk perbankan syariah di bidang 
jasa berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, yaitu:
25
 
1) Hawalah Muthlaqah yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang 
para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash out) bank. 
2) Hawalah Muqayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-
off utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalah 
(utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan 
adanya dana keluar (cash out). 
 Dalam Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah dijelaskan 
dalam akad hawalah muqayyadah, muhil adalah orang yang memiliki utang 
kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal ‘alaih. Sedangkan dalam akad 
hawalah muthlaqah, muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang 
kepada muhal ‘alaih. 
 Hawalah bi al-ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee yang 
hanya berlaku pada hawalah muthlaqah. Dalam hawalah muthlaqah, muhal ‘alaih 
boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar 
utang muhil. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, 
tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
26
 
Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa berharap imbalan 
yang umumnya digunakan untuk pembelian barang-barang komoditas yaitu 
barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. 
Kata qardh ini kemudian diserap menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan 
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kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat 
tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika 
peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan 
hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan 
datang. Peminjam dapat berinisiatif apabila terdapat keinginan untuk 
mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.
27
 
Pemberi pinjaman diperbolehkan oleh ulama-ulama tertentu untuk 
mensyaratkan biaya jasa namun biaya tersebut hanya sebatas biaya untuk 
menutupi jasa pengadaan pinjaman tersebut, bukan untuk memperoleh laba. 
Seperti biaya untuk sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar 
dan Abdel-Haq, 1996). Menurut syariah pemberi pinjaman diperbolehkan 
meminta biaya operasional di luar pinjaman pokok kepada peminjam. Namun 
biaya tersebut tidak boleh dibuat proporsional agar tidak menjadi bunga 
terselubung terhadap jumlah pokok pinjaman tersebut (Ashker, 1987). Bank 
secara umum memberikan pinjaman qardh kepada para nasabah sebagai fasilitas 
pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami over draft. Fasilitas ini 




F. Langkah-Langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  masalah  tersebut  
adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 
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pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 
subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dapat 
dikatakan pula bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan 
representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang 
diselidiki.
29
 Penelitian ini menjabarkan pemecahan masalah mengenai 
pelaksanaan pembiayaan hawalah ma’a al-ujrah disertai akad qardh di BPRS 
Daarut Tauhid Cimahi. 
 
2. Jenis Data 
 Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif yaitu data yang dapat 
mencakup hampir semua data non-numerik dan data-data tersebut relevan dengan 
pertanyaan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Data ini dapat 
menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.  
 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data 
diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek 
penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan 
Bapak Irwan Darmawan selaku Account Officer dan Ibu Ida Hamidah selaku 
Direktur di BPRS Daarut Tauhid Cimahi. 
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b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti 
itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga atau organisasi. Data sekunder berupa buku-buku, kitab, 
jurnal dan karya tulis yang relevan dengan pembahasan penulis dan bahan 
tersier berupa kamus-kamus Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Islam. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 
a. Studi Dokumentasi 
  Yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji data-data berupa Standar 
Operasional Produk (SOP), klausul perjanjian, dan profil dari BPRS Daarut 
Tauhid Cimahi. 
b. Wawancara 
 Wawancara adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan 
oleh peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir 
pertanyaan untuk diajukan kepada informan.
30
 Hasil wawancara diperoleh 
dari kedua orang narasumber/informan yaitu Bapak Irwan Darmawan selaku 
Account Officer dan Ibu Ida Hamidah selaku Direktur BPRS Daarut Tauhid 
Cimahi yang digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.  
c. Studi Kepustakaan 
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 Yaitu suatu teknik pengolahan yang diambil dari berbagai literatur atau 
buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis 
tentang masalah yang diteliti. 
 
 
5. Pengolahan dan Analisis Data 
Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara 
kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk 
memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, 
menganalisis dan menginterpretasikannya.
31
 Data tersebut kemudian diolah dan 
dianalisis dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai 
sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
b. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan 
telaah pustaka serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut 
perumusan masalah. 
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka 
pemikiran. 
d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan 
memperhatikan rumusan masalah. 
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